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A. Latar Belakang 
 Dewasa ini dunia berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang 
yang terjadi disemua negara tanpa terkecuali di Indonesia, salah satunya 
adalah bidang perdagangan. Perkembangan bidang perdangangan 
tersebut menjadikan mobilitas yang sangat cepat dan fleksibel baik itu 
orang maupun barang. Dilihat dari letak geografis, Indonesia merupakan 
negara kepulauan dimana peran pengangkutan sangat penting karena 
dapat mempermudah mobilitas baik barang maupun orang. Dengan 
adanya pengangkutan dapat terjadinya pemerataan terhadap barang 
maupun orang, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan baik 
barang maupun orang atau tenaga kerja. 
Masalah pada saat ini adalah bagaimana cara memajukan 
transportasi yang dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik, 
murah, dapat ditawarkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, 
dengan dapat menyamaratakan baik harga, mutu pelayanan dan waktu 
dibutuhkan dapat dipenuhi dan bagaimanakah cara fasilitas angkut itu 
tersedia dalam jumlah yang memadahi pada masyarakat.1  
Meningkatnya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan 
banyak bermunculan perusahaan pengangkutan. Pada tahun 2010 di 
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Indonesia muncul model transportasi baru yaitu Go-jek yang berada 
dibawah naungan PT. Go-Jek indonesia. Sebenarnya model transportasi 
ini bisa dibilang model transportasi baru tetap rasa lama artinya model 
transportasi ini hampir mirip dengan ojek pangkalan,  perbedaanannya 
hanya terletak pada penggunaan aplikasi dari smartphone. Go-Jek kini 
telah tumbuh menjadi on-damand mobile platform dan aplikasi terdepan 
yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, 
logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan on-
damand lainnya.2 Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa 
sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja 
diberbagai sektor informal di Indonesia.3  
Secara umum jenis layanan pada Go-jek diantaranya4 
A. Go-Ride yaitu layanan yang mengantarkan pelanggan dari tempat 
penjemputan ketempat tujuan. 
B. Go-Food yang merupakan layananpesan anatar makanan dengan 
lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar diaplikasi Go-Jek. 
C. Go-Send yang merupakan layanan yang akan mengantarkan 
barang dari pelanggan ketempat tujuan sesuai dengan pemesanan 
diaplikasi. 
D. Go-Mart yang merupakan layanan belanja instan untuk membeli 
barang dari berbagai macam toko yang telah tersedia diaplikasi. 
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E. Go-Shop yang merupakan layanan belanja yang memudahkan 
pelanggan untuk membeli barang atau makanan ditoko yang tidak 
terdaftar pada layanan Go-Food dan Go-Mart dalam satu area 
yang sama. 
F. Go-Med yang merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin 
membeli obat, vitamin dan kebutuhan kesehatan lainnya diapotek 
berlisensi yang sudah tersedia dilayanan Go-Med. 
Dengan semua layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek tersebut dapat 
mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, 
khususnya layanan pengiriman dokumen atau barang (Go-Send) 
merupakan salah satu inovasi baru dalam hal pengangkutan barang dan 
dokumen. Layanan ini dapat mengantarkan barang atau dokumen dalam 
waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan pengangkutan 
lain yang harus membutuhkan waktu yang lama. 
Dalam setiap pengiriman barang dan dokumen pada layanan Go-Send 
pelanggan yang dalam hal ini merupakan konsumen diminta untuk  
melakuan transaksi yaitu berupa perjanjian pemberian jasa (order) 
melalui media elektronik (smartphone). Sehingga memunculkan hak dan 
kewajiban bagi para pihak, dimana pengangkut sepakat untuk 
menyelengarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat 
tujuan tertentu, sedangkan pengirim membayar biaya angkut. 
Perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen 





diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar 
melalui perangkat elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 7 jo 
angka 14 UU No 11 Tahun 2008, kontrak elektonik adalah perjanjian 
para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serangkaian perangkat 
dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 
mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan 
mengirimkan dan/atau menyebarkan elektronik.5  
Dibalik kemudahan-kemudahan dari berbagai layanan yang 
ditawarkan oleh pihak Go-Jek salah satunya dalam hal pengiriman 
barang atau yang disebut Go-send terdapat juga berbagai masalah yang 
menyertainya salah satunya ketidaksesuainya dengan undang-undang 
nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 
47 ayat (2) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dikelompokan 
menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan 
kendaraan khusus. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa hanya 
mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang dikelompokan 
menjadi kendaraan bermotor umum. Dalam pasal 137 ayat (3) 
menyebutkan: “angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib 
mengunakan mobil barang”. Dalam hal ini layanan Go-Send dalam Go-
Jek proses pengangkutan barang atau dokumen menggunakan sepeda 
motor. 
                                                          






Pelanggan yang dalam hal ini merupakan pengguna jasa layanan 
Go-Send pada Go-Jek indonesia, perlu dilindungi kepentingannya. 
Dalam mengunakan jasa ini penguna jasa layanan harus menyetujui 
syarat-syarat yang layanan yang terdapat dalam ketentuan aplikasi. 
Karena didalamnya menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak. 
Sehingga perusahaan juga harus memberikan informasi yang jelas dan 
tidak mengelabuhi. Tetapi pada kenyataannya sering salah satu pihak 
merasa dirugika dalam perjanjian itu. Baik itu kerugian yang secara 
nyata/terlihat dialami oleh konsumen (kerugian materil) maupun 
kerugian yang tidak terlihat ( imateril) seperti kekecewaan dan ketidak 
nyamanan yang dirasakan atau yang diperjanjikan tidak sesuai dengan 
yang diharapkan para pihak atau terjadi wanprestasi dan overmacht. 
Adapun bentuk wanprestasi yang dapat terjadi antara lain adalah barang 
atau dokumen tersebut datang tidak sesuai waktu yang diperjanjikan,  
rusak atau bahkan hilang. 
Tidak dipungkiri bahwa selama ini konsumen berada pada posisi 
yang lemah dan cenderung menjadi korban. Karena pengguna jasa berada 
dalam posisi penawaran, sehingga mau tidak mau apabila ingin 
mengunakan layanan tersebut harus menyetujui ketentuan yang 
ditetapkan oleh pengirim. Oleh karena itu konsumen atau dalam hal ini 
pelanggan layanan Go-Send pada Go-jek haruslah dilindungi. Sesuai 





penggunana, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa dalam hal 
ini diatur diUndang-undang Nomor 8 Tahun 1999. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 
penulis tertarik untuk menulis judul skripsi dengan judul “KONSEMEN 
DAN SISTEM ONLINE: ( Studi Tentang Perlindungan Hukum Layanan 
Go Send Pada Gojek Di Surakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 
merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap 
permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana konstruksi hukum dalam perjanjian layanan Go-Send 
pada Go-Jek? 
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan Go-
Send pada Go-Jek? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari suatu penelitian mengambarkan hasil yang nantinya 
akan didapat dan merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum dalam perjanjian 





2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap 
pelanggan layanan Go-Send pada Go-Jek. 
D.   Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang 
berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan  baik bagi penulis sendiri 
maupun bagi pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun 
manfaat penelitian sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk menambah 
pengalaman, pengetahuan dan wawasan mengenai kontruksi 
hukum dalam kegiatan pengangkutan barang dan perlindungan 
hukum terhadap konsumen. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi 
bagi penelitian selanjutnya yang terkait permasalahan yang sama. 
2. Manfaat Praktis 
Sebagai sarana untuk memberikan solusi bagi semua pihak yang 
terkait dengan masalah tersebut serta memberikan jawaban terhadap 
permasalahan perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan Go-


























Menurut  pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 22 tahun 2009 
tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan “angkutan adalah 
perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan 
menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan”. Dalam setiap kegiatan 
angkutan/pengangkutan selalu diawali oleh adanya perjanjian, yang 




















dimaksud perjanjian adalah sekelompok/sekumpulan perikatan yang 
mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Ibaratnya kalau 
masing-masing perikatan adalah onderdilnya, maka keseluruhan perikatan 
merupakan mobilnya dan keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan 
satu sama lain itu yang dinamakan perjanjian.6  
Perjanjian yang terkait dalam kegiatan pengangkutan ini adalah 
perjanjian pengangkutan dan perjanjian online. Perjanjian pengangkutan 
adalah persetujuan dimana pihak pengangkut mengaitkan diri untuk 
menyelengarakan pengangkutan dan/atau barang dari suatu tempat 
ketempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilk 
barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.7 
Pada kenyataanya bentuk perjanjian pengangkutan secara 
konvensional dalam bentuk tertulis, yaitu “tinta diatas kertas” , tetapi 
dalam hal ini perjanjian pengangkutan online tidak berbentuk “tinta diatas 
kertas”, tapi berbentuk kontrak elektronik yakni suatu perjanjian yang 
dibuat melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau 
menyebarkan informasi elektronik. Sehingga bisa dibilang bahwa 
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perjanjian transportasi online merupakan inovasi yang berasal dari sintesis 
antara UU Nomor 22 tahun 2009 dengan UU Nomor 11 tahun 2008.8  
Dikaitkan dengan fenomena transportasi jalan yang dilakukan 
dengan mengunahan media internet secara online dalam konteks angkutan 
orang dan/atau barang, yang menjadi subjek perjanjian ada dua yakni 
perusahaan angkutan umum dan konsumen. Perusahaan angkutan umum 
harus tunduk pada ketentuan pasal 79 ayat (2) peraturan pemerintah 
republik indonesia nomor 74 tahun 2014 tentang pengangkutan jalan, 
diamana perusahaan angkutan umum harus merupakan badan hukum 
indonesia yang diantara lain berbentuk badan hukum milik negara, badan 
hukum milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi. Hal berbeda 
berlaku bagi konsumen, diamana siapapun orangnya (baik manusia 
maupun badan hukum) berhak untuk mengunakan jasa angkutan umum 
dengan mengunakan media internet secara online.9 Secara umum, objek 
dalam perjanjian dalam layanan Go-Send tersebut barang dan/atau 
dokumen dengan ketentuan barang yang tidak dilarang oleh perundang-
undangan, bukan binatang, barang yang dimensinya tidak lebih 70 
cm(panjang), 50 cm (lebar), 50 cm (tinggi) atau barang yang beratnya 
melebihi 20 kg.10 
Salah satu kewajiban paling pokok bagi perusahaaan angkutan dan 
konsumen terdapat dalam ketentuan pasal 186 UU Nomor 22 tahun 2009 
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tentang lalulintas dan angkutan jalan yang berbunyi “perusahaan angkutan 
umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati 
perjanjian angkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh 
penumpang dan/atau pengirim barang”.11 Sehingga perusahaan angkutan 
harus melakuakan kegiatan pengangkutan barang dan/atau dokumen 
setelah terjadinya kesepakatan, sebagai imbalannya perusahaan angkutan 
memperoleh biaya angkutan dari pengirim. 
Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas 
dan Angkutan Jalan, Pasal 188 menjelaskan bahwa “Perusahaan Angkutan 
Umum wajib menganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau 
pengirim barang karena lali dalam pelaksanaan pelayanan angkutan”. 
Hal tersebut harus diperhatikan karena sangatlah penting untuk 
menjamin perlindungan hukum terhadap pengirim. Menurut Sudikno 
Mertokusumo menyebutkan bahwa perlindungan adalah suatu hal atau 
perbuatan untuk melindungi subjek berdasarkan pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada 
yang melakukan wanprestasi.12  Dalam pasal 193 ayat (1) menyebutkan 
“perusahaan angkutan umum bertangung jawab atas kerugian yang 
diderita oleh pengirim barang karena barag musnah, hilang, atau rusak 
akibat penyelengaraan angkutan kecuali terbukti bahwa musnah hilang 
atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat 
dicegah atau dihindari atau kecelakaan pengiriman”.  
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Dalam pasal 9 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik mengariskan secara tegas bahwa pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan 
informasi yang lengkap dan benar terkait dengan syarat kontrak, produsen, 
dan produk yang ditawarkan.13 Sebagaimana diketahui Go-Jek yang 
merupakan penyedia jasa atau pengangkut menggunakan sistem elektronik 
sebagai media dalam menjalankan usahanaya. Sehingga apabila melanggar 
ketentuan yang menyebabkan kerugian maka akan muncul hak untuk 
mengugat seperti ketentuan pasal 38 ayat 1 UU Nomor 11 tahun 2008 
menentukan bahwa “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap 
pihak yang menyelengarakan sistem elektronik dan/atau mengunakan 
teknologi informasi yang menimbulkan kerugian(gugatan perdata secara 
perorangan)”. Selanjutnya , pasal pasal 38 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 
200 menentukan bahwa “masyarakat dapat mengajukan gugatan secara 
perwakilan terhadap pihak yang menyelengarakan sistem elektronik 
dan/atau mengunakan teknologi yang berakibat merugikan masyarakat, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan(gugatan perdata 
melalui clas action)”.14 
F. Metode Penelitian 
Suatu penelitian hukum didaam penulisannya dibutuhkan suatu 
metode untuk dapat mendukung penulis dalam memperoleh data dan 
untuk menentukan jenis penelitian haruslah mengunakan metode yang 
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tepat dan sesuai agar selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Metode 
penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.15 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan pendekatan doktrinal, 
pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis 
yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang 
berwenang. Hukum dipandang sebagai lembaga yang terlepas dari 
semua lembaga-lembaga lain yang terdapat dalam masyarakat. 
Sehingga pengkajian yang dilakukan hanya terbatas pada peraturan 
perundang-undangan tertulis yang dikaitkan dengan objek yang diteliti. 
Penulis mengunakan metode pendekatan normatif dengan jalan 
inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum in-
concreto, karena yang dilakukan adalah dengan menelaah semua 
peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan isu 
hukum yang diteliti. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran tentang suatu gajala, fakta atau keadaan dalam suatu 
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masyarakat tertentu.16 Dalam penelitian ini diharapkan dapat 
memperoleh hasil secara jelas, teliti dan terperinci terkait dengan 
hubungan hukum para pihak dan perlindungan hukum terhadap 
penguna jasa layanan Go-Send tersebut. 
3. Sumber dan Jenis data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
A. Data Sekunder 
Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas perjanjian 
pengangkutan pada layanan Go-Send pada Go-Jek dan atau yang 
terkait dengan penelitian ini. 
B. Data Primer 
Data primer yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari 
pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek yang diteliti yang 
dimaksudkan untuk lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari 
data sekunder yang ada. 
4. Metode Pengumpulan data 
a. Studi kepustakaan 
Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum 
yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mengunakan 
content analysis.17 Adapun teknik yang dilakukan dalam 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, 
menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-
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undangan, doktrin-doktrin dan data sekunder lain yang terkait 
dengan objek yang dikaji. 
b. Wawancara 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang 
dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak yang 
terlibat dalam layanan Go-Send. 
5. Metode analisis data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode analisi secara normatif kualitatif yang diuraikan berdasarkan 
logika deduktif yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang 
bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
Pembahasan dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan 
data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) 
norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori hukum yang 
ada. Selain itu dalam menganalisi data tersebut diberikan batasan-
batasan yang mendasar untuk dijadikan tolak ukur dalam 
mengklasifikasikan masalah, sehingga akhir dari penelitian yang 
dituangkan dalam bentuk skripsi yang dapat dipertangung jawabkan.  
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan pembahasan serta 
menganalisis data penelitian, maka penulis menyususun sistematika 







BAB I  : PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
B. Rumusan masalah 
C. Tujuan penelitian 
D. Manfaat penelitian 
E. Kerangka pemikiran 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematika Penulisan 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Perjanjian 
1. Pengertian perjanjian 
2. Asas-asas perjanjian 
3. Syarat sahnya perjanjian 
4. Subjek dan Objek hukum perjanjian 
5. Wanprestasi dan akibat hukumnya 
6. Overmacht dan akibat hukumnya 
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan 
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan 
2. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan 
3. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan 






C. Tinjauan Umum Perjanjian Elektronik 
1. Pengertian Perjanjian elektronik 
2. Ciri Perjanjian elektronik 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Konstruksi hukum dalam perjanjian layanan Go-Send 
pada Go-Jek. 
2. Perlindungan hukum terhadap pelanggan/ penguna 
layanan Go-Send. 
B. Pembahasan 
BAB IV : PENUTUP 
Menjelaskan mengenai kesimpulan dari jawaban pada 
perumusan masalah serta kritik maupun saran yang terkait 
dengan permasalahan yang diteliti. 
